SOAL APBN DAN PAJAK MONETER
SOAL 2

1. APBN merupakan pedoman penerimaan dan pengeluaran anggaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan. Pernyataan ini adalah ....
a.
Arti APBN






b.
Tujuan APBN

c.
Fungsi APBN

d.
Prinsip APBN

e.
Asas APBN

2. Berikut ini pengeluaran negara yang meliputi:

1.
Tunjangan beras

2.
Uang makan

3.
Belanja nonpegawai

4.
Subsidi BBM

Yang termasuk belanja pegawai adalah

. ,

a.
1 dan 2

b.
1 dan 3

c. 
2 dan 3

d.
2 dan 4

e.
3 dan 4

3. Pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan kenaikan daya beli masyarakat adalah….

a.
pajak

b.
hibah

c.
subsidi

d.
Belanja modal 

e.
dana perimbangan

4. APBN mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

Fungsi alokasi, distribusi, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini yang dimaksud dengan fungsi alokasi adalah APBN sebagai ... 

a. daftar rinci tentang pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

b. sumber penerimaan yang akan disalurkan kembali pada masyarakat berupa subsidi , premi, dll

c. alat untuk mencegah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu

d. alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

e. alat untuk mengendalikan tingkat inflasi

5. Undang-Undang yang mengatur Keuangan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah adalah …

a. 
Undang-Undang Dasar 1945

b. 
Undang-Undang No.22 Tahun 1999

c. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999

d. 
Undang-Undang No. 26 Tahun 1999

e. 
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

6. Total penerimaan negara dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga disebut keseimbangan …

a. 
primer

b. 
umum

c. 
terbatas

d. 
tanpa limit

e. 
tetap

7. Unsur-unsur , faktor-faktor dari proses penyusunan APBN antara lain ..

1. 
Kewenangan Anggaran

2. 
Pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat

3. 
Realisasi dari penerimaan daerah

4. 
Kewajiban

5. 
Realisasi Pengeluaran

Dari pernyataan diatas yang merupakan proses terjadinya pengeluaran adalah …

a. 
1 , 2 dan 3

b. 
2 , 3 dan 4

c. 
1 , 3 dan 4

d. 
1 , 4 dan 5

e. 
2 , 4 dan 5

8. Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran belanja pembangunan adalah …

a. 
B I dan BAPPENAS

b. 
Menteri Keuangan dan BAPPENAS

c. 
Presiden dan BAPPENAS

d. 
BPK dan BAPPENAS

e. 
KPK dan BAPPENAS

9. Salah satu sasaran kebijakan Anggaran adalah …

a. 
Efisiensi dan efektifitas

b. 
Mengurangi pengeluaran

c. 
Menekan biaya nasional

d. 
Pemusatan anggaran daerah

e. 
Penghematan saldo devisa

10. Penurunan defisit APBN dimaksudkan untuk ,,,

a. 
Dapat mengurangi beban hutang negara

b. 
Dapat mengurangi anggaran belanja negara

c. 
Dapat mengurangi pengangguran

d. 
Dapat mengurangi kemiskinan

e. 
Dapat mengurangi buta aksara

11. Inti dari UU No. 25 Tahun 1999 adalah …

a. 
Pembagian kewenangan dan fungsi antara Pusat dan Daerah

b. 
Pembagian tanggung jawab antara Pusat dan Daerah

c. 
Pembagian wilayah hukum antara Pusat dan Daerah

d. 
Pembagian anggaran antara Pusat dan Daerah

e. 
Pembagian kewenangan dalam wilayah pajak dan cukai antara Pusat dan Daerah

12. Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah  ….

a. Pedoman penerimaan dan pengeluaran untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja

b. Menghindarkan kemungkinan timbulnya pengangguran dalam masyarakat

c. Mengusahakan agar pendapatan lebih besar daripada pengeluaran

d. Menyeimbangkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan

e. memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang deficit.

13. Ilmu yang menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan Negara disebut ilmu….

a.    Negara

b.    Keuangan Negara

c.    Pemasukan dan pengeluaran Negara

d.    Pendapatan Negara

e.    Kebijakan keuangan Negara

14. Dalam melaksanakan pemungutan pajak harus diperhatikan efektivitas dan efisiensi, artinya mempertimbangkan agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pengeluaran pajak. Hal ini merupakan prinsip ...

A. 
kesamaan

B. 
kepastian

C. 
ekonomi

D. 
kelayakan

E. 
kepastian hukum

15. Tabel pendapatan dari tarif pajak

	Pendapatan kena pajak

 
	Tarif

I
	Tarif

II
	Tarif

III
	Tarif

IV
	Tarif

V

	 Rp  20.000.000 
	 Rp  2.000 
	20%
	10%
	19%
	30%

	 Rp  40.000.000 
	 Rp  2.000 
	20%
	15%
	9%
	20%

	 Rp  60.000.000 
	 Rp  2.000 
	20%
	30%
	8%
	10%


Dari tabel di atas, tarif III merupakan tarif pajak ...

A. 
tetap

B. 
proporsional

C. 
progresif

D. 
degresif

E. 
regresif

16. Di bawah ini yang termasuk jenis pajak langsung …

A. 
pajak penghasilan dan pajak perseroan

B. 
cukai dan pajak penjualan

C. 
meterai dan karcis pasar

D. 
pajak tontonan dan PBB

E. 
pajak penjualan dan PBB

17. Matrik sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
	A
	B
	C

	Pajak Penghasilan
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Tontonan
	Pajak Reklame
Pajak Bumi dan Bangunan
Retribusi perparkiran
	Retribusi sampah
Pajak Orang Asing
Pajak Pertambahan Nilai


Berdasarkan matrik di atas yang merupakan sumber penerimaan pemerintah  pusat adalah....
A1, B2 dan C1
A1, B2 dan C3

A2, B1 dan C2

A2, B3 dan C2

A3, B2 dan C3

18. Wajib pajak memungut dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan pajak seperti itu dinamakan ….

a. official assessment system

b. self assessment system

c. withholding system


d.
economic system


e.
social system

19. Pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat dilihat dalam ….

a. APBN

b. GBHN

c. lembaran negara


d.
daftar isian proyek


e.
sisa hasil usaha

20. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak disebut :

a. penghasilan

b. pajak

c. wajib pajak


d.
tarif pajak


e.
objek pajak

21. Pajak penghasilan perseorangan berpengaruh terhadap besarnya….

a.    Produksi nasional netto

b.    Pendapatan nasional netto

c.    Pendapatan pribadi

d.    Pendapatan bebas

e.    Pajak tidak langsung

22. Kebijakan fiscal adalah kebijakan makro ekonomi yang ditempuh melalui dan dilakukan dengan menggunakan instrument….

a. 
Anggaran pendapatan dan belanja Negara

b.    Sertifikat Bank Indonesia

c.    Peraturan perundang-undangan

d.    Surat utang Negara

e.    Tingkat bunga, kurs mata uang dan lalu lintas devisa

23. Berikut ini merupakan tujuan fiskal, kecuali….
a.    Stabilisasi perekonomian

b.    Menaikkan hasil produksi

c.    Memperluas kesempatan kerja

d.    Menetapkan pertumbuhan pendapatan

e.    Meningkatkan keadilan pembagian pendapatan

24. Berikut ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, kecuali….
a.    Perumahan diplomat

b.    Pesantren

c.    Rumah sakit

d.    Hutan lindung

e.    Perumahan pegawai negeri

25. Pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan pajak adalah….

a.    Merupakan iuran wajib

b.    Dipungut berdasarkan undang-undang

c.    Balas jasa diterima secara langsung

d.    Sumber pendapatan Negara

e.    Dapat dipaksakan

26. APBN mempunyai hubungan dengan Pajak karena …

a. 
APBN dan Pajak sama-sama ditetapkan oleh DPR

b. 
Pajak merupakan seumber pembiayaan APBN

c. 
APBN dan Pajak sama-sama berlaku untuk uang

d. 
APBN dan Pajak dibayar oleh rakyat

e. 
APBN dan Pajak dihitung dari pendapatan

27. Sumber pendapatan rutin negara diperoleh dari pajak dan non pajak. Dibawah ini adalah contoh pendapatan non pajak, kecuali …

a. 
Penerimaan dan penghasilan BUMN

b. 
Denda dan sitaan yang dijalankan oleh pemerintah

c. 
Cukai tembakau dan Bea ekspor

d. 
Retribusi dan Biaya administrasi

e. 
Bea Balik Nama

28. Semua penerimaan pajak dibawah ini adalah Pajak Langsung, kecuali …

a. 
Pajak Penjualan

b. 
Pajak Kekayaan

c. 
Pajak Pendapatan

d. 
Pajak Perseroan

e. 
Pajak Bumi dan Bangunan

29. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut, kecuali …

a.
UU No. 16 Tahun 2000

b. 
UU No. 17 Tahun 2000

c. 
UU No. 18 Tahun 2000

d. 
UU No. 12 Tahun 1994

e. 
UU No. 6 Tahun 1984

30. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan oleh …

a. 
Wajib Pajak

b. 
Kepala Daerah

c. 
Direktur Jenderal Pajak

d. 
Menteri Keuangan

e. 
Kepala Dinas Pajak Setempat

31. Tn. Yonas tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan memiliki sebidang tanah seluas 500 m2 dengan klasifikasi A.21, harga Rp. 464.000,00 per m2 dan luas bangunan 200 m2 dengan klasifikasi A3 harga Rp. 823.000,00 per m2. Besarnya Pajak Bumi dan

Bangunan terhutang adalah …

a. 
Rp. 106.000,00

b. 
Rp. 351.600,00

c. 
Rp. 375.600,00

d. 
Rp. 399.600,00

e. 
Rp. 823.000,00

KUN
32. Perhatikan matrik di bawah ini:

	
A
	B
	C

	Menjual surat berharga.
Menaikan pajak

Menurunkan cash ratio
	Menaikan suku bunga bank
Membeli surat berharga

Menurunkan pajak
	Menaikan cash ratio
Mengurangi belanja negara

Menurunkan suku bunga bank


Berdasarkan matrik di atas yang merupakan kebijakan moneter untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah....
a. 
A1, B1 dan C1

b.
A1, B1 dan C2

c.
A2, B2 dan C3

d. 
A2, B3 dan C2

e. 
A3, B2 dan C3

33. Kebijakan untuk mengatasi inflasi:

1. 
Kebijakan penetapan persediaan kas

2. 
Kebijakan pasar terbuka

3. 
Kebijakan menaikkan tarif pajak.

4. 
Kebijakan menaikkan produksi

5. 
Kebijakan menghemat pengeluaran pemerintah

Yang termasuk kebijakan moneter adalah ...

A. 
1 dan 2

B. 
1 dan 3

C. 
2 dan 3

D. 
2 dan 5

E. 
4 dan 5

34. Perhatikan tabel berikut ini !

	A
	B
	C

	1. Peningkatan tarif pajak

2. Politik diskonto

3. Peningkatan produksi
	1. Pembelakuan jaminan pemerintah

2. Peningkatan upah

3. Politik pasar terbuka
	1. Pengawasan harga

2. Pengaturan pengeluaran pemerintah

3. Penurunan suku bunga


Dari matriks di atas yang merupakan kebijakan fiskal adalah ....

A. 
A1, B1, dan C1

B. 
A1, B1, dan C2

C. 
A2, B2, dan C2

D. 
A2, B2, dan C3

E. 
A3, B3, dan C3

35. Berikut ini termasuk kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah ...

A. 
menaikkan hasil produksi dan mengawasi kredit selektif

B. 
mengawasi kredit secara selektif dan menaikkan pajak

C. 
menaikkan pajak dan menaikan hasil produksi

D. 
menaikkan hasil produksi dan politik diskonto

E. 
menaikkan tingkat suku bunga bank

ESSAI :

1. Bambang mempunyai penghasilan bersih Rp 202.776.000,00 dan pendapatan tidak  kena pajak Rp 2.592.000,00.
Tarif pajak:

sampai dengan Rp 25.000.000,00 = 10%

di atas Rp 25.000.00,00 s.d. Rp 50.000.000,00 = 15%

di atas Rp 50.000.000,00 = 30%

Buatlah perhitungan PPh Ahmado !
2. Bapak Pradebta menempati rumah dengan luas tanah 200 m2 dengan nilai jual Rp 400.000,00/m2, luas bangunan 100 m2, dengan nilai jual Rp 600.000,00/m2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 12.000.000,00. Jika yang dikenakan pajak sebesar 20% dengan tarif 0,5%, maka besarnya PBB terutang per tahun adalah ...

7

